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PENDAHULUAN

Interaksi antar individu dimulai dari dalam  keluarga,
sehagai satu kesatuan yang terkecil. Dalam keluarga yang terdiri
dari beberapa individu seperti ayah, ibu, dan anak terjadi interaksi
vang selanjutnya mengarah pada interaksi antar keluarga. Jadi di
sini keluarga adalah bagian dari masvarakat, Keberadaan suatu
keluarga dimulai dengan adanva perkawinan yang sah. Perkawinan
dimaksud untuk dopat terlaksananya suatu pergaulan hidup vang
terhormat antara seorang pria dengan scorang wanita. Perkawinan
menurut Mahmud Yunus adalab akad antara calon suami istri untuk
memenuhi hajat jenisnya menurut vang diatur syariat-syaristnya
{Yunus, 1981; | B,

Dhalam mengadakan hubungan dengan manusia lain, setiap
individu membawa kepentingan masing-masing dan setiap individu
mempunyai kepentingan yang berbeda-beds pula. Hal ini tidak
menutup  kemungkinan  untuk  terjadinya kenflik - dalam  hal
epentingannya bherbentur dengan individu yang lain. Didalam
kehidupan bersama atae bermasyarakat, konflik iw vidak dapat
dihindarkan (Mertokusume, 1999; 3).

Terhentuknyva rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan
kekal tappa ada perselisihan adalah tujuan setiap orang. Tetapi
‘untuk mencapai tujuan yang kekal, banvak persoalan yang harus
dihadapi. seringkali perselisihan itu sulit dihindari hal ini mungkin
i disehabkan karena sudah tidak ada lagi kecocokan diantara
reka, atay mungkin sering terjadi perbedaan pendapat yang sulit
uL diatasi lagi, sehingga harus berakhir dengan perceraian.
Perceraian menurut All Affandi adalah salah satu sebab saja dari
barn va perkawinan (Al Affandi, 1997; 122).

Perceraian seperti halnya perkawinan membawa akibal
thadap  harts - benda dnn anak-anak atay  keturunan yang

. Jikn tedadi  perceraian, maka p:ngﬂdllan dapat
il i gaung oleh suami isteri dan
minar pemeliharaan  dan

mutlak  dip serlukan  untuk
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kepentingan perkembangan si anak, khususnya anak di bawah
umur,
Permohonan mengenai soal penguasasn dan nafkah anak
dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan ]:H:ngajua.n‘
FEIJ‘C-E!'EIliEIII. Sehubungan dengan pengajuan perkara ke pengadilan
ind,  sistem  dalam  H.LR. adalah aktif vaitu  memberikan
kewenangan pada hakim untuk memberi naschat dan penerangan
kepada para pibak yang sedang berperkara. Selain itu, Hakim juga
harus berusaha untuk menjatuhkan putusan yang menvelesaikan
perkara supava tidak ada sengketa di kemudian hari dan ﬁutusan NiTR
menjamin untuk dapat dilaksanakan (dieksekusi).

Kewajiban atas  pemberian  nafkah  atau tunjangan
pemeliharaan anak dapat ditentukan Hakim dengan mendasarkan
pasal 78 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi;
“Selama  berlangsungnya gugatan perceraian aas permohonan
penggugat”. Pengadilan dapat:

. Mendapatkan nafkah vang ditangpung oleh suami;
b. Menentukan hal-hal vang perlu untuk menjamin pemelibaraan
dan pendidikan anak;
¢. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpelibaranya
barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang s vang
menjadi hak isteri,

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bah
orangiua lerutama ayah tetap berkewajiban untuk memberikan
biaya penghidupan dan pendidikan anak baik dalam kehidupan
rumah tangga mavpun dalam  keadaan cerai, Namun daJE '
kenyataannya di  masyarakat, diketahui bahwa pelaksanag
kewajiban tersebul sering tidak dilakukan sebagaimana mestinyd,
Di dalam menetapkan bahwa orangtua vang telah  bercers
bertanggung jawab terhadap pﬂmbermn nafkah pemeliharaan anaks
aniknya harus diketahui apa saja yang harus dipe mhungknn al
Ini sangat penting bagi kelangsun, an hidup nak yang baradl il
bawah perwalian ibunya yang telah bercens

yang diunsg_.qp- 2 el
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini
berlujuan: pertama, untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim
Pengadilan Apama Kabupaten Sleman dalam menentukan dan
menetapkan vang nafkah bagi anak-anak sebagai akibat perceraian
kedua orangtuanya, kedus, untuk mengetahui upaya yang dapat
diternpub jike ternvate suami vang berkewajiban memberi nafkab
pemeliharaan anak melakukan wanprestasi,

Cara Penelitian

Penelitian mengenal “PEMBERIAN  NAFKAH
PEMELIHARAAN ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN
1 KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan  Nomor:
S0/PLG2004PA Smn di Pengadilan  Apama  Kabupaten
Sleman)” merupakan penelitian vang bersifat yuridis normatif yait
penelitian vang didasarkan pada penelitian bahan hukum, baik
hukum  primer persturan  perundang-undangan  yang mengatur
mengenal  perkawinan  dan  perceraian maupun  bahan  hukum
sckunder  berupa  literatur-literatur yang  berkaitan  dengan
pemberian nafkah anak sebagai akibat perceraian. D dalam
melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maka
dilakukan penelitian lapangan, Data pada penelitian kepustakasn
diperoleh  melalui studi dokumen. sedangkan data  lapangan
diperaleh melabui wawancara dengan responden dan narasumber,
Tempat penelitian responden dan narasumber ditentukan dengan

mengeunakan teknik noneandom sampling vaitu setiap individu
Aidak diberi kesempatan yang sama untuk men]adl anggota sampel.
Mentuk vang diambil adalah purposive senypling atau sampel vang
e rr.uiuﬁn vaily supty cara pengumpulan data vang dilakukan

nendasarkan  pada iri-ciri  yang berkaitan  dengan  proses
raian vang berakibal pemberian nafkah kepada anak yang
merupakan obyek penelitian yang akan diambil sebagai respenden
nl.if sehingga diperoleh data sesuai dengan

nasalah yang ¢ telah tahap pengumpulan data selesai
nudian di jgan analisa data, Data yang diperoleh
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hendaknya tidak hanya menetapkan  besarn

d:h::rlﬂ-:an anak sampai anak tti'&:bpllt dewasa, tﬁapimnft::remﬂﬁ
hagaimana cara pembayarannya dan kapan pembavaran nafka
anak hanlrs dipenuhi, agar ayahnya yang dijatuhi putusan terseh
tidak iarBal ilalam menjalankan kewajibannya, -

erdasarkan hasil wawancara dengg i i

Agam_ﬂ Sleman untuk dapat menentukan ?:ﬂl;arljliglrga;};aniaffu.:"
pemeliharaan qnal-; yvang harus dibayar oleh mantan suaminya
setel:rh perceraian, maka pada umumnya Hakim terlebih dahuly
meminta agar kedua belah pihak bermusyawarah dan jika tidak
tercapal kesepakatan, barulah Hakim mencentukan I:H:rdasarka

tuntytan dari mantan [stri dengan memperti
: pertimbangkan kemampuan,
serta kesanggupan dari mantan suami. g "8

pada akhirmya tidak dapal dilaksanzkan dengan semeslinya,
dikarenakan  vang pertama adalah dalam Putusan Pengadilan
Apama  Sleman  Nomor: S0P GA200PA Smn - mengenai
pemberian nafkah  pemeliharaan  apak  tersebut  kurang jelas
maksudnya adalsh dalam putusan tersebut hanya menetapkan
hesarnya biaya untuk nalkah tiap bulannya, sedangkan mengenai
hapaimana cara pembavaran dan kapan  pembayaran nafkah
pemeliheraan anak harus dipenubi oleh ayah tidak ditetapkan oleh
akim. Dengan kata lain pemberian nafkah pemeliharaan anak
tinp bulannya tidak ditetapkan secara tegas. Hal ini menyebabkan
pemberian nafkah pemeliharaan anak menjadi sangal tergantung
Wi kehendak ayahnya, Seringkali pada bulan-bulan pertama ayvah
gisih taat melaksanakan potusan pengadilan unuk membiayai
flah pemeliharaan anak, tetapl selanjutnya pemberian nafkah
but dihentikan tanpa adanya alasan yang jelas, yang kedua
Julsh pada kenyatasnnya avah tidak mampu memberikan nafkah
eliharaan anak dikarenakan ayah telah melakukan perkawinan
| sehingga penghasilannva tidak cukup lagi untuk menafkahi
mk tersebut, Dikarenakan si avah melakukan perkawinan lagi
Wpan wanita lain maka kewajibannya terhadap anaknya dari
e inan sebelumnva menjadi terbengkalai.

Seorang 1stri dapat mengajukan permobonan pemeliharaan
bersamaan denpan pengajuan gugatan ceral talak  yang
Wkan oleh suaminya. Pengajuan permohonan mengenai nafkah
liharaan anak bersamaan dengan permohonan bagi Istrl,
ihan sehagai pugatan rekonvensi (gugat balik),

Upaya Hukum Yang Bisa Dilakukan Bila idak
Tnﬂ:ikﬂnak“ Kewajibannya Memberi Nafkah ?::::::m::::
Berdasarkan hasil wawancara den T
sedang her_neraj. suami dalam mcngnjukang;gaﬁ:] E:?gi l}il:l
men?p-nlrham:an beaya nafkah pemelibaraan anak vang seharusny
merumljl tanggungjawab bagi ayah untuk memberikan beaya na |
pemelihacasn anak berdasarkan kemampuan dan kesangpupannyd
Mamun dalam: kenyataannya pelaksanaan pemberian nafkah ang
hanya dilakukan beberapa kali saja, setelah itu berhenti tang
alasan yang layak atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Hi
;e;nacm it tentu ?.uja akan merogikan pihak isiri yang tid |
i .:;:pilcﬂ:ﬁ; p;ing;;an.::]nln yang cukup untuk klehidumn sehari-har  Dalam rekonvensi ini, pihak pemchon dalam perkara
e GHEE:E'JP ;.;mmn Pengadilan Agama Slem i (perkara konvensi) menjadi tergugat, sebaliknya pihak
oo’ SEUPGG/Z000PA mn:h ayah sama sekali tidk -I.lf' dulam perkara konvensi menjadi penggugal. Hal ini
e themion rh_] t va mem enk?n nafkah pemelihary ikan  karena pada umumnya permobonan menganai
: perbuatannya sama ketika ayah masih e il atau perwalian anak dinjukan oleh istei; Selanjutnya,

perkawinan dengan ibunya, yaitu Ny, I . . .
A e i pemenuban ! bagi anak ini akan

Adapun  hambatan-hambatan. vang mengak| 3 ~ berupa pe IR EAgan DO Wi
ang mengakibatkan s an bersam perkara konvensi yaitu perkara

I .g. .L. .. :.. LETRY 'ri I 3 'wll’l:ll

putusan pengadilan yang lelah -,U:':";':' I tinian: hok r' - A
! EELmRE R g LT ALY ) oaciab [ o VT L .1.".:.5".‘-:'.""-""
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wung bersangkutan tidak mempunvai pekerjasn vang telap mEI-:Ia
Hakim tidak mengabulkan tntutan dari penggugat rekonvensi.
letapi berdasarkan musyawarah dan tawar menawar antara I-'.Edu:!.
helah pibak maka disepakati pemberian nafkah pemeliharnan anak
Sehesar Rp, | 50.000.- perbulan.

Dralam hal ini Hakim telah menetapkan bahwa seorang ayah
tehagai  debitury  berkewajiban unk  memberikan lIJI1j:Elr'I!§_!H]'!
I meliharasn  dan pendidikan  bagi anaknya setelab 1EI:|E|I.‘]!
percerainn, Putusan inl mewajibkan avab untuk melakukan prestas
berups memberikan sejumlah vang sebagai T.Lllljﬂl'l.gﬁ]‘l.l .

Usaha yang dapat dilakukan oleh sang lbu bila ternyata s

ah tidak memenuhi kewajibannya memberi tunjangan  pada
phuknva adalsh mengajukan gugatan atas nama anaknya L_LE]mrJ;?
1gnﬁi|an Apgama, wvang disertai alasan-alasan dan bukii-bukti
ong kuae bahwa memang benar si ayah tersebut 'I[el:l.h nu:]aku_b:anl
anprestasi. sehingga nantinya dengan hllkll-h'.]k‘ll'l tlurﬁchul. p1'hal.l.
Henpadilan dapal segera untuk melakukan penyvelidikan kepada s
vih tersebut, _ _
| Dalam  kasus  berdasarkan  Putusan  Hakim  homor
OO GA2004/PA Smn antara M bin M, selaku pcmnh::m

lawan | bin Mg, selaku termohon dalam putusannya Hakim
\enentukan secara tegas mengenai biaya yang harus dibayarkan
ohen kepada vermohon terdicd dari
Mut'ah berupa vang sebesar Rp AS0.000,-
Mafkeh fddakh sebesar Rp. 150,000,

Dan jugs menghukum kepada pemohon untuk mﬂmba:mrl
nafkah atau biaya hadionak (pemeliharaan) terhadap snaknyi
setiap bulan minimal sebesar Rp.150.000,-kepada termohon.

. jumlah kesemuanya adalah Rp. 750.000,-,
 DPerdasarkan hasil penelitian penulis, pada kenyataann

i Pengadilan Agama Sleman pemberian nall
wm '-'Fﬂﬂﬂ“'-um_mﬂﬂlmi". |

“."'I"F}m,r,; ,,-r.'.'.:‘;r'i; h

| |

perkara yanp berbeda, schingga dalam putusan perkara konvens)
dan rekenvensi masing-masing memiliki dikwm, Jadi. kedus
perkara tersehut diperiksa dan diadili dalam satu proses sekalipus,

Pengajuan perkara perceraian vang kemudian dijadikan satg
dengan permohonan atas pembiayaan dan pemelibarann anak vang
terdapal dalam kasus perceraian di atas terscbut antars M bin |
selaku pemehon kenvensi atau tergugar rekonvensi melawan J bin
Mg, selaku termohan konvensi atau penggugat rekonvensi,

Berdasarkan  Putusan Nomer:  560/Pdt.Go2004/PA.Sm
dimana termohen mengajukan gupat balik vang menuniut pemohon
untuk membayar nafkah fddak sebesar Fp. 4500000« dan nafkal
miedd erft sehesar Rp. 150,000 -, Hak Hadlenoh atas anaknya, berada
pada penggugal rekonvensi dikenai kewajiban membayar biays
hedlanah dan nafkah anaknya tersebut setiap bulan  sebes
Ry 150.000,/bulan. Ny. ) menuntut pemberian nafkah anak sehesat
lp, 20.000000,-, tetapi pengadilan tidak mengabulkan tunty Al
tersebut, dan Hakim menjatubkan putusan kepada suaminya untuk
memberikan nafkah anak sebesar Rp. 150,000 -/bulan.

Untk kriteria pemberian nafkah anak sebagai  akibe
perceraian, pihak pengadilan tidak begitu saja mengabulkan
permintaan dari pihak penggugat untuk memberi pafkah ang
tersebut, Seperti dalam kasus perceraian falak berdasarkan Putusan
Nomor: 360/PdLGA2004/PA Smn- di sas, dimana istrinya Ny, |
sehagal penggugal rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah unt
anaknya sebesar Rp.20,.000.000.-, tidak dikabulkan karena piha
pengadilan terutama Hakim, melakukan penelitian dahulu kepads
pihak tergugal temtang mampu  atau  lidaknva  memen il
kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya tanpa memberat
kehidupannya sendiri. Disamping melakukan pemeriksaan, pihal
Hakim juga melakukan cara lain vaitu melalui musvawarah i
tawar menawar kepada pihak tergugat mengenai nafkah tersebut
sehingga nantinya tidak ada pihak yang saling dirugikan an
pihak tergugat dan pihak penggupat, Se nertl kawus: distns dimn
berdasarkan penelitian terhadap si- ayah/pl Igal, ternyat

il
.-Il}:l
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menciapkannya dalam putusan. Apabila tidsk ada kescpakatan tendge, tan inl tidak sebandifig derigan hak yang dituntut dari ayah

mengenai  besarnya  jumlah  vang, maka Hakim harus terschut.
memperhatikan kemampuan ekonomi mantan suami yang akan
dibebani tanggung jawab pemberian nafkah pemelibarasn anak, SIMPULAN

Pemberian pafkah pemeliharsan anak secarp rutin seliap
bulan tidak ditetapkan secara  tegas. Hal inl menyebabkan
kelangsungan pemberian tunjangan anak menjadi sangat tergantung
pada kehendak ayah. Seringkali terjadi pada bulan-bulan pertama
avah masih menepati dan menmaati putusan pengadilan untuk
memberikan  pembiavaan  kepada anak, tetapi  selanjutnya
pemberian biava tersebut dihentikan tanpa adanyva dasar yang jelas
dan layak untuk itu.

Terhadap kejadian semacam itu, sebagatmana vang diatur
dalam pasal 86 undang-undang nomor 7 tahun 1989, pengadilan
menvediakan upava vang dapal ditempub oleh istri untuk tetap
mendapatkan hak-haknya karena ia memang pantas untuk itu,
Lipava yang dapat dilakukan adalah dengan  mengajukan
permohonan  kepads  pengadilan untuk  memaksa  pelaksanaan
putusan (eksekusi} kepada tergugat,

[} Pengadilan Agama Sleman mantan istri yang
mengajukan permohonan memaksa pelaksanaan putusan {eksekusi)

untuk pemenuhan pemberion biaya pemeliharasn anak tidak sampai’ Anenyatakan secara tepas bagaimana cara pembavaran dan kapan
dengan putusan atau akhirnya permohenan tersebut dicabut dengai embayaran harus dipenuhi oleh si ayah, kedua upaya hukum vang
alasan-alasan  yang tidak jelas, Berdasarkan, hasil ‘f’*'ﬂ""'ﬂ“':“_ Miskukan oleh st apabila  suaminya  tdak  melakukan
penulis dengan pasangan yeng bercerai, apabila avah tide f jhhnn:rq untuk memberikan nafkah pemeliharaan anaknya
memenuhi - kewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak lah si isti dapar mengajuken gugatan yang diajukan ke
mereka lebih mengadakan upaya perdamaian dengan musyawars padilan Agama, vang disertai dengan bukti-bukti agar pihak
don biasanya terjadi kata sepakat sehingga tidak sampal K lilan dapal melakukan penyelidikan yang nantinya akan
Pengadilan untuk mengajukan permohonan memaksa pelakss hln aleh juru sita pengadilan dan nantinya pibak pengadilan

putusan {eksekusi). Mukm pamnnggij,un lerhadap pibak tergugat untuk
Adapun alasan si lbu atau istri enggan melakukan E.LI 1k Namun pada kusus

LA musyi Arah BECArA Dory AITe,
lagl ke Pengadilan dengan alasan bahwa proses untuk mengal “ ) / p Jomor: SEdt “’1”' E’hsﬂm. pihlk M
gugatan lagi itu terlaly banyak makan wakiu dan beaya se pun  si .

kesimpulan dari penelitian ini, pertama, adapun yang
menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permberian
nufkah pemeliharaan anak, dalem hal ini terhadap Putusan Hakim
Mamor;, 560 PdrG2004PA Smn di Pengadilan Agama Kabupaten
sleman, karena anak hasil dari perkawinan antara pemohon dan
termohon masih di bawah umur, Hakim dalam menjatuhkan
putusan berdasarkan Pasal 41{a) Undang-undang Momor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum
[slam, maka ayah (pemohon) harus memberikan nafkah
pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp.150.000.- setiap bulan
sampai anak tersebul dewasa, Dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan tersebut jupa melihat kemampuan ekonomi
dari si ayah dan berdasarkan  keterangan saksi-saksi yang
'mcnl,nidl'ﬂll keadaan si avah. Agar sang ayah tlidak mernss
heberotan terhadap  keputusan tersebut dikarenakan sang ayvah
Anempunyai penghasilan dan pekerjaan vang tlidak tetap. Akan
Aetapi didalam hasil putusan, menuret penulis hakim sebaiknva jugs

—
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dan si anak dan si ibu hanyva melakukan musyawarah dengan si
ayah tetapi si ayah tetap tidak melaksanakan kewajibannyn, Si ibu
atau istri enggan melakukan gupatan lagi ke Pengadilan dengan
alasan bahwa proses untuk mengajukan gugatan lagi itu banvak
makan waktu dan biaya serta tenaga dan it tidak sebanding dengan
hak yang akan dituntut dari ayah tersebut.
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